
SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU 

NOMOR : B-29/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023 
 

Tentang 
PENETAPAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU, 
 

Menimbang : a. bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara 
yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 

b. bahwa pengendalian gratifikasi merupakan salah satu 
indikator untuk menilai keberhasilan proses 
pembangunan zona integritas serta mewujudkan 
aparatur Pemerintah yang bersih di lingkup 
Kementerian Pertanian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Pedoman Pengelola Gratifikasi di BPTP Bengkulu. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Pengesahan United Nations Convention Against 
Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti 
Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4620); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5423); 

13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 125); 

15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eslon I Kementerian 
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 126); 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 



Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5334); 

17. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman 
Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian. 

 
Memperhatikan : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.143/01- 

13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi. 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan :  
Pertama 
 
 
 
Kedua 
 
 
 
 

: 
 
 
 
: 

Membentuk dan menetapkan Sub Unit Pengelola 
Gratifikasi dengan susunan sebagaimana Lampiran 
Keputusan ini. 
 
Mencabut Surat Keputusan  Kepala Balai Pengkajian 
Teknologi Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran BPTP 
Bengkulu Nomor : B-29/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2022 tanggal 
03 Januari 2022 tentang Penetapan Sub Unit Pengelola 
Gratifikasi  

Ketiga : Tugas Pokok dan Fungsi Sub Unit Pengelola Gratifikasi 
sebagai berikut : 
1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan 

gratifikasi di lingkungan unit kerja UPT; 
2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Eslon I 

dan/atau UPG Kementan dalam hal pencegahan 
gratifikasi di lingkungan unit kerja UPT; 

3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi; 
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan 

gratifikasi; 
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumen-

tasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi; 
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan 

penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan 
barang yang mudah rusak atau busuk; 



7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari 
pegawai Kementerian Pertanian kepada UPG 
Kementan dengan tembusan ke Sub-UPG Eslon I 
setiap kali menerima laporan penerimaan 
gratifikasi; 

8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau 
penyetoran gratifikasi dari pegawai Kementerian 
Pertanian lingkup unit kerja UPT; 

9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG 
Kementan dengan tembusan kepada Sub-UPG 
Eslon I tentang perkembangan/rekapitulasi 
pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau 
penyetoran gratifikasi lingkup unit kerja UPT; 

10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG. 
 

Keempat : Tata kerja Pelaporan UPG sebagai berikut : 
1. Pelaporan sewaktu-waktu 

Pelaporan tidak berkala adalah pelaporan yang 
disampaikan UPG Kementan ke Menteri Pertanian 
dan KPK, Sub-UPG Eslon I ke UPG Kementan, dan 
Sub-UPG UPT ke UPG Kementan ketika menerima 
pelaporan penerimaan gratifikasi dari pegawai. Tata 
cara penyampaian laporan tidak berkala ditetapkan 
dengan Peraturan ini. 

2. Pelaporan berkala 
Pelaporan berkala adalah pelaporan yang dilakukan 
secara terjadwal oleh UPG, yaitu : 
1) Sub-UPG UPT menyampaikan laporan 

rekapitulasi penerimaan laporan gratifikasi secara 
berkala terdiri dari laporan bulanan, triwulanan, 
dan tahunan kepada Sub-UPG Eslon I dengan 
tembusan ke UPG Kementan, paling lambat pada 
tanggal lima bulan/periode berikutnya. 

2) Sub-UPG Eslon I menyampaikan laporan 
rekapitulasi penerimaan laporan gratifikasi 
lingkup Eslon I, secara berkala terdiri dari laporan 
bulanan, triwulanan, dan tahunan secara 
berjenjang kepada UPG Kementan, paling lambat 
pada tanggal 10 bulan/periode berikutnya. 

3) UPG Kementan menyampaikan laporan  
rekapitulasi penerimaan laporan penerimaan 
gratifikasi lingkup Kementerian Pertanian secara 
berkala terdiri dari laporan semester dan tahunan 
ke KPK, paling lambat pada tanggal 25 bulan 
pertama periode berikutnya. 

   
Kelima : Mekansime pelaporan gratifikasi oleh pegawai pada 

tingkat Sub-UPG UPT, untuk nilai gratifikasi sampai 
dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), gratifikasi 
dalam kedinasan, dan gratifikasi dalam bentuk barang 
yang mudah rusak atau busuk, ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Pegawai melaporkan gratifikasi ke Sub-UPG UPT 

dengan tembusan ke UPG Kementan dengan mengisi 



biodata pelapor dan rekapitulasi penerimaan 
gratifikasi, paling lambat lima hari kerja terhitung 
sejak tanggal penerimaan gratifikasi; 

b. Sub-UPG UPT melakukan pemeriksaan dan verifikasi 
penerimaan gratifikasi; 

c. Apabila pelapor menyertakan subjek penerimaan 
gratifikasi, Sub-UPG menyimpan, menginventaris, 
dan mendokumentasikan subjek penerimaan 
gratifikasi tersebut; 

d. Sub-UPG UPT meneruskan laporan penerimaan 
gratifikasi yang diterima ke UPG Kementan dengan 
tembusan ke Sub-UPG Eslon I, paling lambat lima 
hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan 
laporan penerimaan gratifikasi; 

e. Sub-UPG UPT mengadministrasikan pelaporan 
penerimaan gratifikasi. 

 
 

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di  : Bengkulu 
Pada Tanggal  : 02 Januari 2023 

 
      Plt. Kepala Balai  

 
 
 
 

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002 

 
 

Salinan Keputusan disampaikan kepada, 
1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 
2. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 
3. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu, 
4. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu, 
5. Sub Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu, 
6. Ketua kelompok Penyuluh BPTP Bengkulu, 
7. Yang bersangkutan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lampiran 1 :   Keputusan  Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu 
Nomor  :   B-29/Kpts/KP.340/H.12.4/01/2023 
Tanggal :   02 Januari 2023 
 
 

SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI 
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU 

 
No. Nama Jabatan 

Struktural/Fungsional 
Jabatan dalam 

Subunit 
1. Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si Plt. Kepala Balai Penanggung jawab 

2. Yayuk Utami, S.E Kasubbag Tata Usaha Ketua 

3. Nurmegawati,SP, M.Si Sub Koordinator Kerjasama 
dan Pelayanan Pengkajian 

Sekretaris 
merangkap Anggota 

4. Irma Calista, S.T., M.Agr.Sc Koordinator Program Anggota 

5. Ir. Sri Suryani M Rambe, M.Si Ketua Tim Pembinaan SDM Anggota 

6. Herlena Bidi Astuti, S.P, MP PMHP Ahli Pertama Sekretariat 

7. Yesmawati, S.P., M.P PMHP Ahli Pertama Sekretariat 

 
 

 
Ditetapkan di  : Bengkulu 
Pada Tanggal  : 02 Januari 2023 

 
      Plt. Kepala Balai  

 
 
 
 

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002 

 
 


